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Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
dengan jalan damai dalam hal ini seperti pembagian harta bersama. K ekuatan akta perdamaian sama dengan
Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu
pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Dalam hal ini seperti masalah
pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri
Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.
Permasal ahannya adal ah terdapat dua produk hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai pembagian
harta bersama sehingga terjadi dualisme pembagian. Adapun bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-
analitis, dimana dilakukan analisa untuk dapat memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang
terjadi berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada, kemudian dari fenomena tersebut didapatkan makna
dan implikasi dari suatu masalah. Mengena keberlakuan pembagian harta bersama seharusnya pembagian
yang diberlakukan adalah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, akan tetapi terdapat asas hukum yang
menyatakan lex fosterior derograt legi apriori yang artinya hukum yang baru mengal ahkan hukum yang
lama, sehingga yang terbaru yang berlaku, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.
666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Bila pada
akhirnya pembagian yang baru diterapkan, sebaiknya segala tindakan yang berkaitan dengan Pembagian
Harta Bersama yang dulu dilakukan tetap harus dipertimbangkan jika dilakukan pembagian yang baru.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

A peace deed was made because the parties agreed to resolve the existing problems peacefully in this matter
such as the distribution of shared assets. The power of a peace certificate is the same as a court decision that
has permanent legal force. It becomes a problem if it turns out that one of the partiesignored the peace and
sued the Court. In this case such as the problem of the distribution of Joint Assets based on the Deed of
Peace Agreement No. 344 and Decision of the Bekas District Court No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks Jo.
Decision of Bekas District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. The problem isthat there are two lega
products that together regulate the distribution of shared assets so that there is adualism of division. The
form of the results of the study is descriptive-analytical, where analysisis carried out to be able to provide
an overview of the phenomenathat occur based on the data and facts that exist, then from these phenomena
obtained the meaning and implications of a problem. Regarding the implementation of the sharing of shared
assets, the distribution that should be applied is the Deed of Peace Agreement No. 344, but thereis alegal
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principle that states lex fosterior derograt legi apriori which means that the new law defeats the old law, so
the latest one applies, namely Bekasi District Court Decision No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Decision of
Bekas District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. If in the end the new division is applied, it is better that
al actions relating to the Sharing of Joint Assets that were previously carried out must still be considered if
anew divisionis carried out.</em></p>



